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ABSTRACT 

This article analyses the restrictions on divorce procedures in Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 
3 of 2023 from the perspective of legal certainty and maqasid al-syari’ah particularly those that occurred at the 
Pengadilan Agama Barru. This policy requires proof of continuous disputes and quarrels accompanied by a 
minimum separation period of six months as a prerequisite for the granting of a divorce. This study uses a 
normative legal research method with a legislative, conceptual, and case approach, and is analysed qualitatively 
through the theory of legal certainty and the framework of maqasid al-syari’ah. The findings show that the six-
month restriction serves as an objective parameter that reinforces the principle of making divorce difficult and 
increases the consistency of evidence in religious court practice. However, its implementation is not 
mechanistic, as judges still exercise discretion in assessing concrete facts, including exceptions for cases of 
domestic violence. From a maqasid perspective, this policy is in line with the objectives of preserving offspring 
and family stability (hifz al-nasl), as long as its application does not neglect the protection of life (hifz al-nafs). 
This study contributes empirically by showing that administrative judicial policies have a real impact on 
adjudicative practice while opening up a dialectic between legal certainty and public interest in Islamic family 
law in Indonesia. 

Keywords: divorce; SEMA No. 3 of 2023; legal certainty; maqasid al-syari’ah, religious courts. 

 

ABSTRAK 

Artikel ini menganalisis restriksi prosedur perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 
3 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum dan maqasid al-syari’ah khususnya yang terjadi di Pengadilan 
Agama Barru.  Kebijakan tersebut mensyaratkan pembuktian perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang 
disertai perpisahan tempat tinggal paling singkat enam bulan sebagai prasyarat dikabulkannya perkara 
perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif melalui teori kepastian hukum dan kerangka 
maqasid al-syari’ah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa restriksi enam bulan berfungsi sebagai parameter 
objektif yang memperkuat asas mempersulit perceraian dan meningkatkan konsistensi pembuktian dalam 
praktik peradilan agama. Namun implementasinya tidak bersifat mekanistik, karena hakim tetap menjalankan 
diskresi dalam menilai fakta konkret, termasuk pengecualian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. 
Dalam perspektif maqasid, kebijakan ini selaras dengan tujuan menjaga keturunan dan stabilitas keluarga (hifz 
al-nasl), sepanjang penerapannya tidak mengabaikan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Penelitian ini 
berkontribusi secara empiris dengan menunjukkan bahwa kebijakan yudisial administratif memiliki dampak 
nyata terhadap praktik adjudikatif sekaligus membuka dialektika antara kepastian hukum dan kemaslahatan 
dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. 

Kata kunci: perceraian; SEMA No. 3 Tahun 2023; kepastian hukum; maqasid al-syari’ah; peradilan agama. 
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PENDAHULUAN 

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dan dalam perspektif hukum Islam 

bukan sekadar relasi biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah 

institusi normatif yang sarat dengan dimensi spiritual, moral, dan yuridis.(Santoso, 2016) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.(Djamali, 2002) Konsepsi ini menempatkan perkawinan sebagai institusi yang 

memiliki orientasi keberlanjutan (permanency principle) serta perlindungan terhadap nilai 

ketahanan keluarga. Dalam perspektif Islam, tujuan tersebut sejalan dengan prinsip litaskunū 

ilaiha, yakni terciptanya ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga, sekaligus sebagai 

instrumen penjagaan keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan manusia. 

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa institusi perkawinan tidak selalu 

berjalan sesuai dengan idealitas normatifnya. Dinamika sosial, perubahan struktur ekonomi 

keluarga, serta pergeseran nilai dalam masyarakat turut memengaruhi stabilitas rumah tangga. 

Perceraian kemudian menjadi salah satu konsekuensi hukum dari konflik yang tidak dapat 

lagi direkonsiliasi.(Thorik et al., 2025) Meskipun dalam hukum Islam perceraian 

diperbolehkan, ia diposisikan sebagai ultima ratio, yakni jalan terakhir setelah upaya ishlah 

(perdamaian) tidak membuahkan hasil. Prinsip ini diadopsi pula dalam hukum nasional melalui 

asas mempersulit perceraian sebagaimana tercermin dalam Pasal 39 Undang-Undang 

Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan perceraian dilakukan 

melalui proses peradilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil.(Hermansyah, 2024) 

Asas mempersulit perceraian (restrictive divorce principle) pada dasarnya dimaksudkan 

untuk menjaga stabilitas keluarga dan mencegah tindakan sewenang-wenang, khususnya 

dalam konteks relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri.(Hermansyah, 2024) Namun, 

dalam praktiknya, peningkatan angka perceraian di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan 

adanya ketegangan antara norma restriktif dan realitas sosial. Data empiris dari Pengadilan 

Agama Barru tahun 2024 misalnya menunjukkan bahwa perkara perceraian mendominasi 

jumlah perkara yang diterima, dengan alasan terbanyak berupa perselisihan dan pertengkaran 

terus-menerus.(Barru, 2024)  

Fenomena ini mengindikasikan bahwa frasa “perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus” menjadi alasan yang paling elastis sekaligus problematis dalam praktik pembuktian 

perkara perceraian. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 
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lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi mengeluarkan kebijakan melalui Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan 

dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Rumusan terbaru dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 

mensyaratkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus hanya dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan yang berkelanjutan, 

tidak ada harapan hidup rukun kembali, dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal 

paling singkat enam bulan, kecuali terdapat fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT).(Indonesia, 2023) Kebijakan ini secara normatif mempertegas restriksi 

prosedural perceraian sebagai bentuk penguatan asas mempersulit perceraian. 

Di sinilah problem akademik penelitian ini menemukan relevansinya. Restriksi 

prosedural melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah 

kebijakan tersebut sepenuhnya memperkuat kepastian hukum, atau justru berpotensi 

menimbulkan rigiditas prosedural yang dapat menghambat perlindungan hak para pihak? 

Dalam perspektif teori kepastian hukum, norma harus jelas, konsisten, dan dapat diterapkan 

secara prediktif. Namun dalam konteks hukum keluarga Islam, kepastian hukum tidak dapat 

dilepaskan dari tujuan subtansial hukum itu sendiri, yaitu kemaslahatan. 

Pendekatan maqasid al-syari’ah menjadi penting untuk membaca kebijakan restriktif 

tersebut secara lebih komprehensif. Maqasid al-syari’ah tidak hanya menekankan penjagaan 

terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga mengedepankan dimensi 

perlindungan terhadap martabat manusia dan keadilan relasional dalam keluarga.(Murti & 

Syah, 2021) Dalam konteks perceraian, pertanyaan kritisnya adalah apakah restriksi 

prosedural enam bulan berpisah tempat tinggal benar-benar mendukung penjagaan 

kemaslahatan keluarga, atau justru dapat menimbulkan mudarat baru, terutama bagi pihak 

yang rentan seperti perempuan dan anak. 

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak membahas perceraian dalam perspektif 

sosiologis, peningkatan angka perceraian, maupun implikasi psikologis terhadap anak. 

Sementara itu, kajian yang secara spesifik menganalisis kebijakan SEMA No. 3 Tahun 2023 

dalam bingkai kepastian hukum dan maqasid al-syari’ah masih relatif terbatas. Kekosongan 

inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) dalam artikel ini. Artikel ini berupaya 

mengkaji secara kritis restriksi prosedur perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dengan 

menempatkannya dalam dua kerangka analisis: (1) teori kepastian hukum sebagai dimensi 

normatif-positivistik, dan (2) maqasid al-syari’ah sebagai dimensi teleologis dan substansial 

hukum Islam. 
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Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan norma dalam 

SEMA No. 3 Tahun 2023, melainkan juga menganalisis implementasinya dalam praktik 

peradilan agama serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam maqasid al-

syarī‘ah. Fokus ini menjadi signifikan mengingat hukum keluarga Islam di Indonesia berada 

pada persimpangan antara legal formalism dan nilai-nilai substantif syariah. 

Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa restriksi prosedural 

perceraian harus dipahami sebagai instrumen perlindungan keluarga, bukan sebagai 

hambatan administratif yang mengabaikan realitas konflik domestik. Oleh karena itu, analisis 

terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan 

tersebut benar-benar memperkuat kepastian hukum sekaligus merefleksikan tujuan syariat 

dalam menjaga kemaslahatan keluarga di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu 

penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan maupun putusan lembaga peradilan.(Soekanto & Mamudji, 

2006) Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis konsistensi, koherensi, dan 

kesesuaian norma hukum dengan asas, teori, serta tujuan pembentukannya. Dalam konteks 

artikel ini, objek kajian utama adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 

Tahun 2023 tentang rumusan hukum kamar agama terkait perkara perceraian dengan alasan 

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Perundang-

undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah ketentuan dalam:(Mahmud Marzuki, 2005) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975; Kompilasi Hukum Islam (KHI); Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama; serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai norma administratif yudisial. 

Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu dengan menggunakan teori 

kepastian hukum (legal certainty theory) dan konsep maqasid al-syari’ah sebagai pisau analisis 

untuk menilai rasionalitas restriksi prosedural perceraian. Pendekatan Kasus (case approach) 

secara terbatas, yakni dengan menelaah praktik penerapan norma tersebut dalam putusan 

pengadilan agama sebagai ilustrasi implementasi normatif, khususnya terkait pemenuhan 

syarat berpisah tempat tinggal minimal enam bulan dan pengecualian dalam kasus KDRT. 
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Dengan kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-

normatif, tetapi juga analitis-kritis terhadap relevansi dan efektivitas norma dalam praktik. 

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama 

analisis. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan Hukum Primer, meliputi: 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; SEMA Nomor 3 Tahun 2023; serta 

putusan pengadilan agama yang relevan dengan penerapan restriksi prosedural perceraian. 

Bahan Hukum Sekunder, berupa: Literatur hukum keluarga Islam; Buku dan artikel ilmiah 

mengenai asas mempersulit perceraian; Kajian akademik tentang teori kepastian hukum; 

Literatur klasik dan kontemporer mengenai maqasid al-syari’ah (al-Ghazali, al-Shatibi, Ibn 

‘Ashur, serta pemikir maqasid kontemporer). 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), 

yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji dokumen hukum serta 

literatur yang berkaitan dengan (Soekanto & Mamudji, 2006) restriksi prosedur perceraian 

dan maqasid al-syari’ah. Teknik ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan keterkaitan 

antara norma positif dan kerangka teoritis yang digunakan. 

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran 

hukum (legal reasoning). Tahapan analisis meliputi: Interpretasi Gramatikal dan Sistematis, 

untuk memahami konstruksi norma dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 serta keterkaitannya 

dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan KHI; Analisis Koherensi Normatif, guna 

menilai apakah restriksi enam bulan berpisah tempat tinggal selaras dengan asas mempersulit 

perceraian dan prinsip perlindungan keluarga dalam sistem hukum nasional; Analisis 

Teleologis (maqasid al-syari’ah), yaitu dengan menilai apakah kebijakan restriktif tersebut 

mendukung tujuan-tujuan syariat serta perlindungan terhadap martabat dan keadilan 

relasional dalam Keluarga; dan Argumentasi Preskriptif, yaitu memberikan penilaian 

normatif mengenai idealitas penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam kerangka kepastian 

hukum dan kemaslahatan. 
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TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Konfigurasi Normatif Restriksi Perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yudisial 

yang mempertegas batasan normatif dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus. Jika ditelusuri secara historis, norma ini lahir sebagai respons 

atas praktik peradilan yang cenderung mengabulkan perceraian berdasarkan alasan Pasal 19 

huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tanpa parameter objektif yang memadai.(Sundayani, n.d.) 

Frasa “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” dalam praktik seringkali ditafsirkan 

secara longgar, sehingga membuka ruang subjektivitas dalam pembuktian. 

SEMA No. 3 Tahun 2023 kemudian mengonstruksi dua syarat kumulatif yang 

bersifat restriktif: 1) Terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak 

ada harapan hidup rukun kembali; dan 2) Telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam 

bulan, kecuali terdapat fakta hukum adanya KDRT.(Indonesia, 2023) Secara normatif, 

konfigurasi ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan “reason-based divorce” ke arah “fact-

based verification divorce”. Artinya, tidak cukup hanya mendalilkan adanya konflik, tetapi harus 

dibuktikan dengan indikator konkret berupa perpisahan fisik dalam jangka waktu 

tertentu.(Ardiansyah, 2020) 

Dari perspektif teori hierarki norma, SEMA memang bukan peraturan perundang-

undangan dalam arti formil, tetapi sebagai pedoman internal peradilan, ia memiliki kekuatan 

mengikat secara administratif terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Oleh karena 

itu, keberadaannya berfungsi sebagai instrument of harmonization untuk menyeragamkan praktik 

peradilan agama.(Cahyadi, 2018) 

Setelah berlakunya SEMA ini, hakim di Pengadilan Agama cenderung lebih ketat 

dalam memverifikasi unsur “berpisah tempat tinggal minimal enam bulan” melalui 

pembuktian saksi, dokumen pendukung, maupun pengakuan para pihak. Hal ini 

mengindikasikan adanya internalisasi norma administratif ke dalam pertimbangan yuridis 

putusan. Dengan demikian, SEMA tidak berhenti sebagai dokumen normatif, melainkan 

telah bertransformasi menjadi praktik adjudikatif.(Ali, 2009) 

Temuan empiris pada Pengadilan Agama Barru menunjukkan bahwa hakim secara 

aktif menggali fakta terkait durasi dan intensitas perpisahan tempat tinggal. Dalam beberapa 

perkara, saksi dihadirkan untuk membuktikan apakah para pihak benar-benar tidak lagi 

tinggal serumah dan sejak kapan perpisahan tersebut terjadi. Pendekatan ini menunjukkan 

adanya upaya objektivasi terhadap konflik rumah tangga. 
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Sebelum adanya parameter waktu enam bulan, pembuktian “perselisihan terus-

menerus” lebih banyak bergantung pada narasi subjektif para pihak. Dengan adanya indikator 

temporal, hakim memiliki alat ukur yang lebih stabil untuk menentukan apakah konflik telah 

mencapai tahap irreversibel (irretrievable breakdown of marriage).(Aufa, 2024) 

Dalam kerangka teori kepastian hukum, norma yang mengandung parameter 

kuantitatif akan meningkatkan prediktabilitas dan konsistensi putusan. Kepastian hukum 

tidak hanya menyangkut keberadaan norma tertulis, tetapi juga menyangkut keseragaman 

penerapan norma tersebut. Dalam konteks ini, SEMA No. 3 Tahun 2023 berkontribusi pada: 

Standardisasi pembuktian; Pengurangan disparitas putusan; dan Penguatan asas mempersulit 

perceraian sebagai prinsip sistemik.(Ali, 2009) Dengan demikian, secara normatif-formal, 

restriksi enam bulan dapat dinilai sebagai instrumen penguatan kepastian hukum.  

Namun demikian, dalam kasus di Pengadilan Agama Barru, kondisi rumah tangga 

telah berada dalam situasi sangat destruktif meskipun belum genap enam bulan perpisahan 

fisik. Konflik emosional, tekanan psikologis, dan kekerasan non-fisik seringkali sulit diukur 

secara kuantitatif. Dari sini muncul potensi rigiditas prosedural. Apabila norma diterapkan 

secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan relasi kuasa dalam rumah 

tangga, maka restriksi dapat berubah menjadi hambatan terhadap akses keadilan (access to 

justice).(Andi Nur Fikriana Aulia Raden & A.Ummu Fauziyyah Syafruddin, 2025) 

SEMA memang memberikan pengecualian apabila terdapat fakta hukum adanya 

KDRT. Akan tetapi, pembuktian KDRT dalam praktik tidak selalu sederhana.(Setiawan et 

al., 2018) Banyak korban yang tidak melaporkan kekerasan karena faktor ketergantungan 

ekonomi, tekanan sosial, atau minimnya bukti medis. Dalam kondisi demikian, standar enam 

bulan berpotensi menempatkan korban dalam posisi rentan yang berkepanjangan. 

Menariknya, data pada Pengadilan Agama Barru menunjukkan bahwa hakim pada 

umumnya tidak menerapkan norma secara mekanistik. Mereka tetap mempertimbangkan 

kondisi faktual, termasuk tingkat konflik dan kemungkinan rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa fungsi judicial discretion tetap berjalan dalam koridor restriksi administratif. 

Pendekatan maqasid al-syari’ah dalam penelitian ini tidak semata-mata digunakan 

sebagai legitimasi normatif, tetapi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah kebijakan 

restriktif tersebut benar-benar merealisasikan kemaslahatan.(Wartono & Rahman Alwi, 2025) 

Dari perspektif hifz al-nasl, kebijakan restriksi perceraian memiliki rasionalitas maqasid yang 

kuat. Perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa berpotensi merusak struktur keluarga dan 
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berdampak pada psikologi anak. Masa enam bulan dapat dipahami sebagai cooling down period, 

yaitu ruang refleksi dan peluang rekonsiliasi. 

Temuan pada Pengadilan Agama Barru menunjukkan bahwa hakim tetap 

mengoptimalkan mediasi sebelum memutus perkara. Ini menunjukkan bahwa orientasi ishlah 

(perdamaian) masih menjadi bagian integral dari proses peradilan agama. Dalam kerangka 

maqasid klasik, menjaga keutuhan keluarga termasuk dalam kategori maslahat daruriyyah.  

Namun maqasid tidak berhenti pada stabilitas keluarga semata. Perlindungan jiwa (hifz 

al-nafs) merupakan tujuan utama syariat. Jika rumah tangga telah menjadi ruang penderitaan 

psikologis atau kekerasan terselubung, maka mempertahankan ikatan perkawinan secara 

formal dapat bertentangan dengan kemaslahatan. Dalam konteks ini, restriksi enam bulan 

harus dibaca secara proporsional. Ia tidak boleh diposisikan sebagai tujuan, melainkan 

sebagai sarana. Apabila sarana tersebut justru menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka 

prinsip dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-masalih (menghindari kerusakan didahulukan 

daripada menarik kemaslahatan) harus menjadi pertimbangan.(Perempuan, n.d.) 

Temuan pada Pengadilan Agama Barru memperlihatkan bahwa hakim tetap 

mempertimbangkan fakta konkret dan tidak menutup kemungkinan mengabulkan perkara 

apabila terbukti tidak ada harapan hidup rukun kembali. Ini menunjukkan bahwa ruang 

ijtihad yudisial tetap terbuka. 

Dari keseluruhan temuan, dapat ditarik sintesis bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 

merepresentasikan upaya negara untuk menyeimbangkan dua orientasi besar: Orientasi 

formalis-positivistik, yakni memperkuat kepastian hukum melalui parameter objektif; dan 

Orientasi substantif-teleologis, yakni menjaga kemaslahatan keluarga dalam perspektif 

maqasid al-syari’ah.(Saputra, 2025) 

Praktik di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa norma tersebut tidak diterapkan 

secara kaku, melainkan dikombinasikan dengan pertimbangan sosiologis dan kemanusiaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama Indonesia tidak semata bergerak dalam 

kerangka legal formalism, tetapi juga mempertahankan dimensi moral dan maslahat.(Suhaili, 

2025) 

Dengan demikian, restriksi prosedural dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 secara umum 

berhasil memperkuat asas mempersulit perceraian dan meningkatkan kepastian hukum. 

Namun efektivitas maqasid-nya sangat bergantung pada sensitivitas dan kualitas 

pertimbangan hakim dalam menilai realitas konflik domestik. Kepastian hukum dan 

kemaslahatan bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua variabel yang harus 
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dikelola secara proporsional. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi krusial sebagai aktor 

interpretatif yang menjembatani norma dan realitas sosial. 

 

Implementasi Restriksi Enam Bulan: Antara Kepastian dan Fleksibilitas Yudisial 

Temuan empiris menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara perceraian di 

Pengadilan Agama, hakim tidak lagi hanya menerima dalil perselisihan secara naratif, 

melainkan secara aktif menggali fakta mengenai durasi dan realitas perpisahan tempat tinggal 

para pihak. Pemeriksaan tidak berhenti pada pengakuan penggugat atau pemohon, tetapi 

diperkuat melalui pembuktian saksi, konfirmasi domisili, serta konsistensi keterangan di 

persidangan.(Saputra, 2025) Hal ini menandakan bahwa restriksi enam bulan dalam SEMA 

No. 3 Tahun 2023 telah berfungsi sebagai standar operasional pembuktian yang nyata dalam 

praktik adjudikatif. 

Penguatan pembuktian ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dalam 

perkara perceraian: dari pendekatan berbasis klaim subjektif menuju pendekatan berbasis 

verifikasi faktual. Dengan kata lain, hakim tidak lagi sekadar menilai adanya konflik secara 

normatif, tetapi memastikan bahwa konflik tersebut telah mencapai tahap irreversibel yang 

ditandai oleh pemisahan fisik yang relatif permanen.(Panggabean, 2005) 

Secara teoritis, parameter enam bulan berpisah tempat tinggal menghadirkan 

objektivasi terhadap frasa “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” yang sebelumnya 

bersifat elastis. Dalam praktik sebelum adanya restriksi ini, pembuktian alasan perceraian 

sering kali bergantung pada intensitas narasi konflik, yang dalam banyak kasus sulit 

diverifikasi secara objektif. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar-majelis 

hakim maupun antar-pengadilan. 

Dengan adanya indikator temporal, hakim memiliki kriteria minimal yang dapat 

diukur dan diverifikasi. Enam bulan menjadi batas yang bersifat kuantitatif sekaligus 

simbolik: kuantitatif karena terukur dalam satuan waktu, dan simbolik karena 

merepresentasikan fase konflik yang telah melewati ambang rekonsiliasi spontan. Dalam 

perspektif teori kepastian hukum (legal certainty), norma yang memiliki batasan jelas akan 

meningkatkan: Prediktabilitas hukum, para pihak dapat memperkirakan konsekuensi yuridis 

dari kondisi rumah tangganya; Konsistensi putusan, mengurangi disparitas interpretasi antar 

hakim; dan Kepercayaan publik terhadap peradilan, karena standar pembuktian tidak lagi 

sepenuhnya bergantung pada subjektivitas. 
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Hakim Pengadilan Agama Barru cenderung lebih berhati-hati dalam mengabulkan 

perkara apabila belum terpenuhi unsur enam bulan perpisahan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa SEMA telah berfungsi sebagai instrumen harmonisasi internal peradilan agama. Secara 

sistemik, kebijakan ini memperkuat asas mempersulit perceraian yang memang menjadi 

prinsip dasar UU Perkawinan. 

Namun demikian, kepastian hukum dalam konteks hukum keluarga tidak boleh 

dipahami secara mekanistik. Hukum keluarga memiliki dimensi moral, psikologis, dan sosial 

yang jauh lebih kompleks dibandingkan hukum kontraktual atau hukum administratif. Oleh 

karena itu, objektivasi waktu harus dibaca sebagai alat bantu penilaian, bukan sebagai satu-

satunya indikator kebenaran substansial.(Fauzi et al., 2025) 

Di sisi lain, fakta empiris dilapangan memperlihatkan bahwa dalam beberapa kasus, 

relasi rumah tangga telah berada dalam situasi sangat destruktif meskipun belum mencapai 

enam bulan perpisahan fisik. Konflik berkepanjangan, tekanan psikologis berat, kekerasan 

verbal, hingga pengabaian ekonomi sering kali terjadi sebelum para pihak benar-benar 

berpisah tempat tinggal. Dalam konteks ini, perpisahan fisik bukanlah awal konflik, 

melainkan puncak dari konflik yang telah berlangsung lama. 

Apabila norma enam bulan diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan 

dinamika tersebut, maka restriksi berpotensi menimbulkan rigiditas prosedural. Rigiditas ini 

dapat berdampak pada: Penundaan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan; 

Perpanjangan situasi konflik yang sudah tidak sehat; dan Pengabaian realitas kekerasan non-

fisik yang sulit dibuktikan secara formal. 

SEMA memang memberikan pengecualian apabila ditemukan fakta hukum adanya 

KDRT. Namun dalam praktik, pembuktian KDRT tidak selalu sederhana. Banyak korban 

yang tidak memiliki visum, tidak melaporkan ke aparat penegak hukum, atau tidak memiliki 

saksi yang melihat langsung kekerasan tersebut.(Hariyanto & Yulianingsih, 2025) Dalam 

struktur sosial tertentu, tekanan budaya dan ketergantungan ekonomi membuat korban 

enggan membuka fakta secara eksplisit di persidangan. Dalam konteks inilah sensitivitas 

hakim menjadi faktor penentu, hakim tidak sepenuhnya menerapkan norma secara kaku, 

melainkan tetap mempertimbangkan intensitas konflik dan harapan hidup rukun kembali. 

Artinya, meskipun parameter enam bulan menjadi standar administratif, ruang diskresi 

yudisial tetap digunakan untuk menilai substansi perkara. 

Dalam sistem peradilan agama, hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-

undang, tetapi juga sebagai aktor interpretatif yang memiliki tanggung jawab moral. SEMA 
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sebagai pedoman internal memang memperkuat uniformitas, tetapi tidak menghapus 

kewenangan hakim untuk menilai fakta secara komprehensif. Pada Pengadilan Agama Barru 

dalam beberapa perkara, meskipun belum sepenuhnya genap enam bulan, hakim tetap 

mempertimbangkan fakta bahwa hubungan rumah tangga telah berada pada kondisi broken 

marriage yang tidak mungkin dipulihkan. Ini menunjukkan bahwa restriksi prosedural tidak 

sepenuhnya menghilangkan ruang ijtihad.(Satory & Sibuea, 2020) 

Secara teoretis, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk controlled discretion — diskresi 

yang tetap berada dalam koridor norma administratif, namun tidak kehilangan sensitivitas 

terhadap keadilan substantif. Dalam konteks hukum Islam, praktik ini sejalan dengan prinsip 

al-hukmu yadūru ma‘a al-‘illah wujūdan wa ‘adaman (putusan hukum bergantung pada keberadaan 

illat atau alasan yang melatarbelakanginya).(Rohim, 2019) Jika illat keretakan rumah tangga 

telah nyata, maka substansi hukum tidak boleh dikalahkan oleh formalitas prosedural. 

Dari uraian tersebut, dapat ditarik beberapa implikasi konseptual penting bahwa 

restriksi enam bulan berhasil meningkatkan objektivasi dan kepastian hukum dalam perkara 

perceraian. Meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada fleksibilitas interpretatif hakim. 

Norma administratif tidak boleh menutup ruang pertimbangan terhadap realitas sosiologis 

dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Implementasi yang proporsional justru menunjukkan 

bahwa sistem peradilan agama Indonesia bergerak dalam dialektika antara legal formalism 

dan keadilan substantif. 

 

Analisis Maqasid al-Syarī’ah terhadap Restriksi Prosedural Perceraian 

Pendekatan maqasid al-syarī’ah dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai 

legitimasi normatif terhadap kebijakan restriktif perceraian, tetapi juga sebagai instrumen 

evaluatif untuk menguji sejauh mana norma administratif dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 

benar-benar merealisasikan tujuan-tujuan syariat secara substantif. Dalam kerangka maqasid 

klasik sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazālī dan al-Shatibi, hukum Islam bertujuan 

menjaga lima kebutuhan pokok (al-darūriyyāt al-khams), yaitu agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-

nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl). Dalam konteks 

hukum keluarga, dimensi yang paling relevan adalah hifz al-nasl dan hifz al-nafs, yang dalam 

perkembangan maqasid kontemporer dipahami sebagai bagian dari perlindungan terhadap 

hak-hak kemanusiaan.(Al-Shāṭibī, 2003; Al, n.d.) 

Dalam perspektif hifz al-nasl, restriksi prosedural perceraian dapat dipahami sebagai 

upaya normatif untuk menjaga stabilitas keluarga dan keberlangsungan generasi. Keluarga 
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dalam Islam bukan sekadar institusi privat, tetapi merupakan fondasi struktur sosial. Oleh 

karena itu, perceraian yang dilakukan secara impulsif atau tanpa pertimbangan matang 

berpotensi menimbulkan dampak sistemik, baik terhadap anak, relasi sosial, maupun 

stabilitas komunitas. 

Parameter enam bulan perpisahan tempat tinggal dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 

dapat ditafsirkan sebagai bentuk cooling down period dalam kerangka maqsid. Masa tersebut 

memberikan ruang refleksi bagi para pihak untuk menilai kembali kemungkinan rekonsiliasi. 

Dalam terminologi fikih klasik, upaya ishlah dan mediasi merupakan tahapan penting sebelum 

perceraian dijatuhkan. Bahkan dalam Al-Qur’an (QS. An-Nisā’: 35), penyelesaian konflik 

rumah tangga dianjurkan melalui peran hakam (mediator) dari kedua belah pihak keluarga. 

Praktik pada Pengadilan Agama Barru menunjukkan bahwa hakim tetap 

mengupayakan mediasi secara aktif sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini menegaskan 

bahwa praktik peradilan agama tidak sekadar menjalankan norma administratif, tetapi juga 

mempertahankan orientasi ishlah sebagai nilai substantif hukum Islam. Dengan demikian, 

restriksi enam bulan tidak berdiri sendiri sebagai hambatan prosedural, melainkan terintegrasi 

dalam kerangka rekonsiliasi.  

Dalam maqasid, menjaga keturunan tidak hanya berarti mempertahankan keberadaan 

biologis anak, tetapi juga menjamin tumbuh kembangnya dalam lingkungan keluarga yang 

stabil. Dari sudut pandang ini, restriksi perceraian dapat dipandang sebagai instrumen 

preventif terhadap disintegrasi keluarga yang bersifat prematur.(Mirwan, 2025) 

Namun demikian, perlindungan keturunan tidak boleh dimaknai secara absolut. 

Stabilitas formal tanpa kualitas relasi yang sehat justru dapat menghasilkan mudarat jangka 

panjang terhadap anak. Oleh karena itu, interpretasi hifz al-nasl harus bersifat kontekstual, 

bukan sekadar mempertahankan struktur legal perkawinan. 

Jika hifz al-nasl mendorong kehati-hatian dalam perceraian, maka hifz al-nafs 

berfungsi sebagai korektor terhadap potensi absolutisasi restriksi. Jiwa dan martabat manusia 

merupakan tujuan utama syariat yang tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan 

formalitas ikatan perkawinan. 

Dalam konteks konflik rumah tangga, penderitaan psikologis berkepanjangan, 

kekerasan verbal, pengabaian ekonomi, maupun kekerasan domestik yang tidak 

terdokumentasi secara formal dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada 

perceraian itu sendiri.(Sintha & Pertiwi, 2025) Dalam maqasid kontemporer, perlindungan 
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terhadap korban konflik domestik dipahami sebagai bagian dari perlindungan hak asasi 

manusia dalam perspektif Islam. 

SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan pengecualian terhadap syarat enam bulan 

apabila terdapat fakta hukum adanya KDRT. Secara normatif, ketentuan ini menunjukkan 

kesadaran bahwa perlindungan jiwa lebih diutamakan daripada stabilitas formal. Prinsip ini 

selaras dengan kaidah dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-masalih (menghindari kerusakan 

didahulukan daripada menarik kemaslahatan).(al-Nadwi, 1998) 

Hakim di Pengadilan Agama Barru pada dasarnya tidak menerapkan norma secara 

mekanistik. Dalam praktik, majelis hakim tetap mempertimbangkan fakta konkret, termasuk 

tingkat intensitas konflik dan kemungkinan hidup rukun kembali. Ini menunjukkan bahwa 

ruang ijtihad yudisial masih terbuka dalam menafsirkan batas restriksi. Ruang ijtihad ini 

menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan keluarga dan perlindungan 

individu. Jika restriksi diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan realitas konflik yang 

destruktif, maka ia berpotensi bertentangan dengan maqasid. Sebaliknya, jika diskresi 

digunakan secara proporsional, maka restriksi justru menjadi instrumen maslahat yang 

terkontrol. 

Pada titik ini, terlihat bahwa restriksi prosedural dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 

berada dalam dialektika antara kepastian hukum dan kemaslahatan. Kepastian hukum 

memberikan stabilitas dan konsistensi, sedangkan maqasid memastikan bahwa stabilitas 

tersebut tidak mengorbankan nilai kemanusiaan.  

Dalam praktik di Pengadilan Agama Barru, implementasi norma menunjukkan 

bahwa kepastian hukum dan maqasid tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan 

simultan sepanjang hakim mampu menyeimbangkan antara norma administratif dan realitas 

konkret. Dengan demikian, analisis maqasid dalam penelitian ini menegaskan bahwa restriksi 

perceraian bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan keluarga. 

Norma tersebut hanya akan bernilai maqasid apabila diterapkan secara proporsional, 

kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan manusia secara utuh. 

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar: (1) bagaimana konfigurasi dan 

implementasi restriksi prosedur perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam praktik 

peradilan agama; dan (2) sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip kepastian 

hukum serta tujuan maqasid al-syari’ah dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. 

Berdasarkan analisis normatif dan temuan empiris dalam praktik peradilan agama 

Barru, dapat ditegaskan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan instrumen administratif 
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yudisial yang secara substantif memperkuat asas mempersulit perceraian. Melalui penetapan 

parameter kumulatif berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disertai 

perpisahan tempat tinggal minimal enam bulan, Mahkamah Agung berupaya 

mengobjektifikasi alasan perceraian yang sebelumnya bersifat elastis dan sangat bergantung 

pada narasi subjektif para pihak. 

Dalam perspektif teori kepastian hukum, restriksi enam bulan menghadirkan standar 

pembuktian yang lebih terukur dan terverifikasi. Norma tersebut berkontribusi terhadap 

peningkatan prediktabilitas putusan, pengurangan disparitas antar-majelis, serta penguatan 

konsistensi praktik peradilan agama. Dengan demikian, dari sisi normatif-formal, SEMA No. 

3 Tahun 2023 berhasil mempertegas prinsip bahwa perceraian bukanlah mekanisme 

penyelesaian konflik yang dapat ditempuh secara mudah dan instan, melainkan jalan terakhir 

setelah terbukti adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki. 

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi norma 

tersebut tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial. Hakim tidak menerapkan restriksi 

secara mekanistik, melainkan tetap mempertimbangkan fakta konkret, intensitas konflik, dan 

kemungkinan rekonsiliasi. Ruang diskresi yudisial tetap dijalankan dalam koridor norma 

administratif. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama Indonesia tidak bergerak 

semata dalam kerangka legal formalism, tetapi juga mempertahankan dimensi sosiologis dan 

kemanusiaan dalam pertimbangan hukumnya. 

Dalam kerangka maqasid al-syari’ah, restriksi prosedural ini memiliki rasionalitas 

normatif yang dapat dibenarkan. Dari sisi hifz al-nasl, kebijakan tersebut berfungsi sebagai 

instrumen perlindungan terhadap stabilitas keluarga dan keberlangsungan generasi. Masa 

enam bulan dapat dipahami sebagai ruang refleksi dan peluang rekonsiliasi, sehingga 

perceraian tidak dilakukan secara impulsif. Pada saat yang sama, pengecualian terhadap kasus 

KDRT menunjukkan adanya kesadaran normatif terhadap prinsip hifz al-nafs, yang dalam 

maqasid modern dipahami sebagai perlindungan terhadap hak dan keselamatan individu. 

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Pertama, secara normatif dan implementatif, SEMA No. 3 Tahun 2023 telah 

dijalankan dalam praktik peradilan agama sebagai pedoman restriktif yang memperkuat asas 

mempersulit perceraian dan meningkatkan kepastian hukum melalui objektivasi parameter 

pembuktian. Kedua, dalam perspektif maqasid al-syari’ah, kebijakan restriktif tersebut pada 

dasarnya selaras dengan tujuan syariat sepanjang diterapkan secara proporsional dan tidak 

mengorbankan perlindungan terhadap jiwa serta martabat manusia. Kesesuaian maqasid-nya 
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tidak terletak semata pada teks normanya, tetapi pada kualitas implementasinya dalam praktik 

yudisial. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan kemaslahatan bukanlah dua 

kutub yang saling meniadakan. Keduanya justru berada dalam hubungan dialektis yang harus 

dikelola secara seimbang. Kepastian hukum memberikan stabilitas sistem, sedangkan maqasid 

memberikan orientasi moral dan substansial terhadap tujuan hukum. Ketika norma restriktif 

diterapkan dengan sensitivitas terhadap realitas konflik domestik, maka ia menjadi instrumen 

maslahat. Sebaliknya, apabila diterapkan secara kaku dan tekstual, ia berpotensi mengabaikan 

dimensi perlindungan kemanusiaan. 

Oleh karena itu, peran hakim menjadi sentral sebagai aktor interpretatif yang 

menjembatani norma administratif dan realitas sosial. Kualitas pertimbangan hakim dalam 

menilai fakta konkret menjadi faktor penentu apakah restriksi prosedural tersebut benar-

benar merealisasikan tujuan syariat atau justru sekadar memperkuat formalitas hukum. 

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa 

kebijakan yudisial dalam hukum keluarga Islam Indonesia tidak dapat dinilai hanya dari 

dimensi legal-positivistik, tetapi harus diuji dalam kerangka maqasid sebagai orientasi 

teleologis hukum. Secara praktis, temuan ini mengindikasikan pentingnya pedoman 

implementasi yang tidak hanya menekankan parameter administratif, tetapi juga menguatkan 

sensitivitas hakim terhadap dinamika konflik domestik dan perlindungan kelompok rentan. 

Dengan demikian, restriksi prosedural dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat dinilai 

sebagai kebijakan yang secara prinsip berhasil memperkuat kepastian hukum dan asas 

mempersulit perceraian, namun keberhasilan maqasid-nya tetap bergantung pada 

proporsionalitas dan kebijaksanaan dalam penerapannya. Di sinilah letak keseimbangan 

antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai sarana kemaslahatan. 

 

KESIMPULAN 

 Secara normatif, SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan instrumen administratif 

yudisial yang memperkuat asas mempersulit perceraian melalui objektivasi alasan 

“perselisihan dan pertengkaran terus-menerus”. Penambahan parameter kumulatif berupa 

perpisahan tempat tinggal minimal enam bulan menghadirkan standar pembuktian yang lebih 

terukur dan terverifikasi. Dalam perspektif teori kepastian hukum, norma ini meningkatkan 

prediktabilitas putusan, mengurangi disparitas interpretasi, serta mempertegas konsistensi 

praktik peradilan agama. 
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Restriksi enam bulan tidak diterapkan secara mekanistik oleh hakim. Temuan empiris 

menunjukkan bahwa hakim tetap menjalankan diskresi yudisial dalam menilai fakta konkret, 

termasuk intensitas konflik dan kemungkinan hidup rukun kembali. Pengecualian terhadap 

kasus KDRT menunjukkan adanya orientasi perlindungan terhadap pihak rentan. Dengan 

demikian, implementasi norma tersebut mencerminkan keseimbangan antara pendekatan 

prosedural dan pertimbangan substantif. 

Restriksi prosedural ini pada prinsipnya selaras dengan tujuan menjaga keturunan 

(hifz al-nasl) dan stabilitas keluarga. Masa enam bulan dapat dipahami sebagai ruang refleksi 

yang mencegah perceraian impulsif. Namun keselarasan tersebut bersifat kondisional, yaitu 

selama penerapannya tidak mengorbankan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Dengan kata lain, 

nilai maqasid dari kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh rumusan normanya, tetapi oleh 

kualitas implementasinya di tingkat yudisial.   
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